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Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah sungai yang pada
akhirnya berimbas pada meningkatnya kebutuhan akan air sedangkan ketersediaan air cenderung
tetap, maka BBWS Mesuji Sekampung akan dituntut untuk dapat lebih professional didalam
pengelolaan sumber daya air dan diantaranya mendapatkan tugas untuk dapat menarik BJPSDA dan
mempergunakannya sebagai tambahan untuk menanggung Biaya Pengelolaan, sehingga di masa yang
akan datang dapat meringankan APBN sebagai beban Pemerintah dalam pembiayaan pengelolaan
SDA, sehingga anggaran yang ada dapat dialokasikan kepada hal yang lebih besar lagi. Dalam kajian
ini yang menjadi potensi Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) adalah Biaya Jasa Pengelolaan
Sumber Daya Air (BJPSDA), sehingga dalam proses dan prosedur perhitungannya lebih mengacu
pada Permen PUPR Nomor 18/PRT/M/2015 Tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan
Pengairan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan, diketahui bahwa Total biaya pengelolaan SDA
dalam perhitungan BJPSDA sebesar Rp. 145.192.478.080, 00 (Seratus Empat Puluh Lima Milyar
Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah)

dengan potensi PNBP dari nilai satuan BJPSDA sebesar Rp. 29.217.701.392, 71 per tahun.

1. Pendahuluan

Di dalam pendayagunaan aliran sungai, dapat dikembangkan
untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalam berbagai kegiatan,
misalnya irigasi, air minum, pembangkit listrik, transportasi,
perikanan, industri dan kebutuhan lainnya (Lilik Ariyanto, Teknik
Sungai dan Segala Potensinya, 2021 Hal 2). Balai Besar Wilayah
Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung merupakan salah satu Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
sumber daya air di wilayah sungai meliputi perencanaan,
pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Dalam
melaksanakan tugas nya BBWS Mesuji Sekampung berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 20/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis, maka salah satu fungsi BBWS Mesuji
Sekampung menyelenggarakan “Fasilitasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air
(BJPSDA) Pada WS Seputih Sekampung Dan WS Mesuji Tulang
Bawang Tahun 2020” sesuai dengan ketentuan dan amanat
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya
Air.

*Penulis korespondensi.
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Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk
pada suatu wilayah sungai yang pada akhirnya berimbas pada
meningkatnya kebutuhan akan air sedangkan ketersediaan air
cenderung tetap, maka BBWS Mesuji Sekampung akan dituntut
untuk dapat lebih professional didalam pengelolaan sumber daya
air dan diantaranya mendapatkan tugas untuk dapat menarik
BJPSDA dan mempergunakannya sebagai tambahan untuk
menanggung Biaya Pengelolaan, sehingga di masa yang akan
datang dapat meringankan APBN sebagai beban Pemerintah
dalam pembiayaan pengelolaan SDA, sehingga anggaran yang
ada dapat dialokasikan kepada hal yang lebih besar lagi (Lilik
Ariyanto, Pengelolaan SDA Berbasis Wilayah Sungai, 2021 Hal
103).

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air dan terjadinya
kelangkaan ketersediaan air, orang mulai terpancing untuk
berpikir dan memandang air sebagai barang ekonomi (economic
goods) (I Gusti Agung. (2015)).

Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara
berkelanjutan,diperlukan pembiayaan pengelolaan Sumber Daya
Air yang dapat berasal dari anggaran pemerintah, anggaran
swasta, dan/atau hasil penerimaan BJPSDA (Lilik Ariyanto,
Pengelolaan SDA Berbasis Wilayah Sungai, 2021 Hal 103)).
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Dalam rangka mempersiapkan BBWS Mesuji Sekampung yang nantinya dapat diperhitungkan nilai tarif BJPSDA dan
untuk menjadi unit PNBP yang mengelola BJPSDA maka perkiraan pendapatan dari BJPSDA yang direncanakan.
diperlukanlah suatu kajian potensi di WS. Seputih Sekampung,

Canmbor 2. TS "Wy Sabripun

e  Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sumber Daya
2. Metodologi Air adalah jumlah keseluruhan pembiayaan pengelolaan

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan sumber daya air yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara nYata pengelola.an sumber day? air pada masing- masing
Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan Wlla,y,ah sungal. Jenis pembiayaan pengelolaan SDA
menjelaskan bahwa pajak air (Martinus, 2020) permukaan adalah terdm. d?rl biaya: .

pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 1. Sistim Informasi;

Peraturan Menteri tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam 2. Perencanaan; .

menghitung besaran nilai pajak air permukaan yang akan 3. Pelaksanaan Konstruksi;

ditetapkan oleh Gubernur sebagai dasar pengenaan pajak air 4. Operasi dan Pemeliha.raan;dan
permukaan. 5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam kajian ini yang menjadi potensi Penerimaan Negara * Ni.lai Manfaat. Ekonomi (NME)gd?lah suatu rr}anfaat
Bukan pajak (PNBP) adalah Biaya Jasa Pengelolaan Sumber yang diperoleh dari penggunaan air diwilayah sungai untuk

Daya Air (BJPSDA), sehingga dalam proses dan prosedur kegiatan usaha air minum. . .
perhitungannya lebih mengacu pada Permen PUPR Nomor *  Volume penggunaan sumber daya air adalah jumlah

18/PRT/M/2015 Tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan penggunaan S}H}’lbel‘ daya air untuk kegiatan usaha air
Bangunan Pengairan. minum yang dihitung dengan satuan m3
2.1. Jenis Kegiatan yang Dikenakan BJPSDA * Nilai  Satuan BJPSDA ~ untuk ~ Air ~ Minum

Sasaran utama BJPSDA adalah para pengguna sumber daya ditetapkan dalam satuan Rupiah/meter kubik (Rp/m3)

air untuk keperluan usaha/komersial, termasuk kelompok
pengguna sumber daya air untuk keperluan usaha yang
diwajibkan menjadi pembayar BJPSDA. Kelompok pengguna
sumber daya air untuk usaha antara lain dapat berupa usaha

b. Kegiatan Usaha Untuk Industri

industri rumah tangga, usaha industri (Zulmiftahul, 2020) 1RIPEERA = (bbb ol L Eerebolian S0 e 11 & o bl Man i, Bl S
. . . . . . wiilEnieE e aly ompeds kesghann salis s s |
pabrikan, usaha penyediaan air bersih baik pemerintah daerah
maupun swasta (Budiyanto, 2020), usaha pembangkitan energi Keterangan:
tenaga air dan usaha lainnya, sedangkan kelompok pengguna *  Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sumber Daya
untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk keperluan Air adalah jumlah keseluruhan pembiayaan pengelolaan
pertanian rakyat dibebaskan dari sasaran BIJPSDA. sumber daya air yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan
2.2. Formula Perhitungan BJPSDA nyata pengelolaan sumber daya air pada masing-masing
wilayah sungai. Jenis pembiayaan pengelolaan SDA
Penghitungan nilai satuan BJPSDA (Rp/m3) dilakukan dengan terdiri dari biaya:
ketentuan sebagai berikut: 1. Sistim Informasi;
2. Perencanaan;
3. Pelaksanaan Konstruksi;
a.  Kegiatan Usaha untuk air minum 4. Operasi dan Pemeliharaan; dan
5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pemberdayaan Masyarakat.
By, - AELALSHTULbG TrA T ebar e (K23 M bRl [Bazeme Lol *  Nilai Manfaat Ekonomi (NME) adalah suatu manfaat

yang diperoleh dari penggunaan air di wilayah sungai untuk
kegiatan usaha untuk industri.

*  Volume penggunaan sumber daya air adalah jumlah
penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha industri
yang dihitung dengan satuan m3

Miis g e 1 e
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* Nilai Satuan BJPSDA untuk usaha industri ditetapkan
dalam satuan Rupiah/meter kubik (Rp/m3)

c. Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air

T, 1hankah kebnaadom biwca paegdalesa S04 (B ks | Wiksd Nlaakal Desiaisi (Sal)

Barydidhs Pl Dtk ikia

Keterangan:
e Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sumber Daya
Air adalah jumlah keseluruhan pembiayaan pengelolaan
sumber daya air yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan
nyata pengelolaan sumber daya air pada masing- masing
wilayah sungai. Jenis pembiayaan pengelolaan SDA terdiri
dari biaya:

Sistim Informasi;

Perencanaan;

Pelaksanaan Konstruksi;

Operasi dan Pemeliharaan;dan (Nama, 2017)

Pemantauan, Evaluasi, dan Pemberdayaan Masyarakat.

*  Nilai Manfaat Ekonomi (NME) adalah suatu manfaat

yang diperoleh dari penggunaan air di wilayah sungai untuk

kegiatan usaha pembangkit tenaga listrik tenaga air

* Jumlah Produksi Listrik adalah daya listrik yang

dihasilkan oleh kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air

selama 1 (satu) tahun dalam satuan Kilo Watt Hour (KwH).

* Nilai Penghitungan BJPSDA untuk Kegiatan Usaha

Pembangkit Listrik Tenaga Air ditetapkan dalam satuan

Rupiah/KwH.

ono o

d. Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan
Kapasitas Dibawah 10 MW

Llamkd kebrrubon by pengekdas S04 (Fpbe | His slanias Ehasam £55])
Jumibah Prochiboni Lsnik (ow )

TP,

Keterangan:
* Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sumber Daya
Air adalah jumlah keseluruhan pembiayaan pengelolaan
sumber daya air yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan
nyata pengelolaan sumber daya air pada masing- masing
wilayah sungai. Jenis pembiayaan pengelolaan SDA terdiri
dari biaya:

Sistim Informasi;

Perencanaan;

Pelaksanaan Konstruksi;

Operasi dan Pemeliharaan;dan

Pemantauan, Evaluasi, dan Pemberdayaan Masyarakat.
*  Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sumber Daya Air untuk
kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air dengan
kapasitas dibawah 10 Megawatt dapat dihitung dengan
pendekatan dari jumlah anggaran dan nilai aset dari badan
pengelola sumber daya air, adapun formula yang digunakan
adalah :

opo o

Biaya Pengelolaan Sumber Daya Air = (30% x Rerata
Anggaran)+(2.5% x Nilai Aset)
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* Nilai Manfaat Ekonomi (NME) adalah suatu manfaat
yang diperoleh dari penggunaan air di wilayah sungai untuk
kegiatan usaha pembangkit tenaga listrik tenaga air
e  Jumlah Produksi Listrik adalah daya listrik yang
dihasilkan oleh kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air
selama 1 (satu) tahun dalam satuan Kilo Watt Hour (KwH)
* Dikarenakan jumlah pembangkit listrik tenaga air
dengan kapasitas di bawah 10 Megawatt belum diketahui
pasti jumlah penggunanya maka dalam perhitungan jumlah
produksinya menggunakan asumsi ada 5 (lima) pengguna
yang memiliki ijin dari badan pengelola sumber daya air dan
dikalikan dengan kapasitas turbin rencana dan faktor
produksi sebesar 50%
*  Penghitungan tarif BJPSDA untuk pembangkit listrik
tenaga air dengan kapasitas di bawah 10 megawatt
dilakukan untuk setiap pengelola sumber daya air, tarif yang
didapat selanjutnya dikelompokkan dalam 6 (enam)
regional, yaitu :

[] Jawa,Bali dan Madura

[J Sumatera

[J Kalimantan dan Sulawesi

[ Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur

[ Maluku dan Maluku Utara

[ Papua dan Papua Barat
*  Masing-masing regional akan diambil nilai rata-rata,
sehingga masing- masing regional memiliki 1 (satu) nilai
tarif BJPSDA

e. Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air Baru
Dengan Kapasitas di atas 10 MW

Dalam rangka percepatan pembangkit listrik tenaga air dengan
memanfaatkan energi baru terbarukan pada wilayah sungai yang
sudah berkembang termasuk pemanfaatan potensi pembangkit
listrik tenaga air, maka dalam perhitungan biaya jasa pengelolaan
sumber daya bagi pembangkit listrik tenaga air baru dengan
kapasitas diatas 10 Mega Watt dapat dihitung dengan
berdasarkan penambahan biaya (marginal cost) pengelolaan
sumber daya air wilayah sungai yang diakibatkan potensi
pembangkit listrik tenaga air yang akan dibangun serta besarnya
nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh masing-masing
kelompok pengguna air di wilayah sungai tersebut dan jumlah
potensi produksi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listruk
tenaga air. Adapun formula yang digunakan adalah :

Penambahan Biaya (Marginal Cost) = Total Nilai Investasi x
0.9%

e Penambahan biaya pengelolaan (Marginal Cost) ini adalah
besaran biaya yang muncul akibat adanya penambahan
dari  potensi listrik yang akan dihasilkan. Untuk
perhitungan penambahan biaya pengelolan (marginal cost)
ini menggunakan perhitungan nilai investasi pembangunan
dikalikan dengan faktor operasi dan pemeliharaan sebesar
0.9 %, seperti yang ditunjukkan dalam formula berikut :

Penambahan Biaya (Marginal Cost) = Total Nilai Investasi x
0.9%

e Nilai Manfaat Ekonomi (NME) PLTA baru adalah suatu
manfaat yang diperoleh dari penggunaan air diwilayah
sungai untuk kegiatan usaha pembangkit tenaga listrik
tenaga air baru. Penentuan NME untuk PLTA baru in tidak



memasukkan perhitungan NME untuk pengguna sumber
daya air yang lain.

e Jumlah Penambahan Produksi Listrik adalah potensi daya
listrik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha pembangkit
listrik tenaga air selama 1 (satu) tahun dalam satuan Kilo
Watt Hour (KwH)

f. Usaha Pertanian

rlhirrbh ohrohn Moss=erpcbyn 500 = Ry o Devwerd ™01

vraa grse e o dled

Keterangan:

e Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sumber Daya Air
adalah jumlah keseluruhan pembiayaan pengelolaan sumber
daya air yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata
pengelolaan sumber daya air pada masing- masing wilayah
sungai. Jenis pembiayaan pengelolaan SDA terdiri dari
biaya:

a. Sistim Informasi;

b. Perencanaan;

c. Pelaksanaan Konstruksi;

d. Operasi dan Pemeliharaan;dan

e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pemberdayaan Masyarakat.

e Nilai Manfaat Ekonomi (NME) adalah suatu manfaat yang
diperoleh dari penggunaan air diwilayah sungai untuk
kegiatan usaha pertanian

e Luas area usaha pertanian adalah luas area yang
digunakan untuk melakukan usaha pertanian dalam satuan
Hektar Area (ha)

e Nilai Penghitungan BJPSDA untuk usaha Pertanian
ditetapkan dalam satuan Rupiah/Ha.

3. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan  lampiran pada Permen PUPR No.
18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan
Bangunan Pengairan, dijelaskan bahwa untuk terselenggaranya
pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, diperlukan
pembiayaan pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat berasal
dari anggaran pemerintah, anggaran swasta, dan/atau hasil
penerimaan BJPSDA. Jumlah Kebutuhan Biaya Pengelolaan
Sumber Daya Air adalah jumlah keseluruhan pembiayaan
pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan berdasarkan
kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air pada masing-
masing wilayah sungai.

Pembiayaan pengelolaan sumber daya air mencakup jenis
pembiayaan untuk :

a. Biaya sistem informasi, merupakan biaya yang
dibutuhkan untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan
penyebarluasan informasi sumber daya air.

b. Biaya perencanaan, merupakan Dbiaya yang
diperuntukkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan, pola, dan
rencana pengelolaan sumber daya air.

c.  Biaya pelaksanaan konstruksi mencakup biaya untuk
pelaksanaan fisik dan non fisik kegiatan konservasi sumber daya
air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya
rusak air.

d. Biaya operasi dan pemeliharaan merupakan biaya
untuk operasi prasarana sumber daya air serta pemeliharaan
sumber daya air dan prasarana sumber daya air.
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e. Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan
masyarakat merupakan biaya yang dibutuhkan untuk
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya
air serta biaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air.

Pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang berasal dari
penerimaan hasil BJPSDA, pada prinsipnya, wajib ditanggung
oleh pengguna sumber daya air sesuai dengan manfaat yang
diperolehnya.

BJPSDA bukan merupakan pembayaran atas harga air,
melainkan merupakan penggantian sebagian biaya yang
diperlukan untuk pengelolaan sumber daya air. Kewajiban untuk
menanggung BJPSDA tidak berlaku bagi pengguna air untuk
kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta
keselamatan umum.Karena keterbatasan kemampuan petani
pemakai air, penggunaan air untuk keperluan pertanian rakyat
dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber
daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya untuk
menanggung biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan
sistem irigasi tersier.

Pembebanan BJPSDA dimaksudkan sebagai instrumen agar
masyarakat berhemat dalam penggunaan air serta menumbuhkan
peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumber
daya air ataupun prasarana sumber daya air.

Sasaran utama BJPSDA adalah para pengguna sumber daya
air untuk keperluan usaha/komersial, termasuk kelompok
pengguna sumber daya air untuk keperluan usaha yang
diwajibkan menjadi pembayar BJPSDA. Kelompok pengguna
sumber daya air untuk usaha antara lain dapat berupa usaha
industri rumah tangga, usaha industri pabrikan, usaha penyediaan
air bersih baik pemerintah daerah maupun swasta, usaha
pembangkitan energi tenaga air dan usaha lainnya, sedangkan
kelompok pengguna untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan
untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari sasaran
BJPSDA.

Tabel 1. Rekap1tu1a51 Biaya Pengelolaan SDA
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Tabel 2. Rekagltulam Satuan NME dan Volume atau Produksi
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Tabel 3. Prosentase NME
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4. Kesimpulan

Berdasarkan data rata-rata serapan anggaran Balai Besar
Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Tahun 2015 — Tahun 2020,
dapat diketahui sebagai berikut:

1. Total biaya pengelolaan SDA dalam perhitungan
BJPSDA untuk WS Seputih-Sekampung sebesar Rp.
145.192.478.080, 00 (Seratus Empat Puluh Lima
Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus
Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah).

2. Nilai Manfaat Ekonomi sebagai berikut:

a. Pertanian Rakyat 71,13 %
b. Pengendalian Banjir 27,55 %
c. Penggelontoran 11,20 %
d. Usaha Air Minum 14,33 %
e. Energi Listrik 19,03 %
f.  Energi Listrik < 10MW 14,65 %
g. Indusri 12,12 %

3. Perkiraan Nilai Satuan BIPSDA :

a. Pertanian Rakyat :Rp. 595.810, 77

per Ha

b. Pengendalian Banjir :Rp. 595.810, 77
per Ha

c. Penggelontoran : Rp. 145, 28 per
m3

d. Usaha Air Minum : Rp. 145, 28 per
m3

e. Energi Listrik : Rp. 61, 59 per
KwH

f.  Energi Listrik < 10MW : Rp. 61, 59 per
KwH

g. Indusri : Rp. 62, 81 per
m3
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4.  Potensi PNBP dari nilai satuan BJPSDA sebesar Rp.
29.217.701.392, 71 per tahun.
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